NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DARI KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 19/KA-MOU/KS.01/111/2022
NOMOR : 4 TAHUN 2022

Pada hari ini, Senin tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua
Puluh Dua (14-03-2022), bertempat di Kebumen, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:

1. BENNY RHAMDANI : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia, berkedudukan di Jalan MT
Haryono Kav. 52 Pancoran Jakarta Selatan,
berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2020 tanggal
13 April 2020 tentang Pengangkatan Pejabat
Tinggi Utama di Lingkungan Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama serta
sah mewakili Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KESATU;

2. ARIF SUGIYANTO : Bupati Kebumen berkedudukan di Jalan
Merdeka Nomor 1, Kabupaten Kebumen,
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021
tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun
2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi
Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama serta sah mewakili
Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sclanjutnya sccara bersama-sama
dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri
disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal secbagai
berikut :

a.

bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah nonkementerian
yang bertugas scbagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan
pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu;

bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di Kabupaten Kebumen;

bahwa untuk memberikan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia
yang berasal dari Kabupaten Kebumen, perlu adanya sinergi program
dan kegiatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen,

bahwa dengan mempertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan
kerja sama sinergi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1.

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah
Dengan Pihak Ketiga;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 4
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan
Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia dari Kabupaten Kebumen, dengan ketentuan dan syarat sebagai
berikut:
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